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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Akuntabilitas 
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2001:22) menjelaskan 
pengertian akuntabilitas yaitu akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris 
accountability, yang artinya keadaaan untuk dipertanggungjawabkan; keadaan 
dapat dimintai pertanggungan jawaban. 
Sedangkan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah Asas 
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang 
yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-
orang yang memberinya kepercayaan. 
Secara umum, akuntabilitas dan akuntansi dapat dipahami dalam 
hubungan agent dan principal yaitu pihak agent (manajemen perusahaan) wajib 
mempertanggungjawabkan kegiatan operasional perusahaan kepada principal 
(pemilik perusahaan, pemilik modal, investor) dalam bentuk laporan keuangan. 
Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk 
pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja 
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individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) 
bertanggung jawab. Sedangkan dalam pengertian yang luas, akuntabilitas dapat 
dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent)  untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut. 
Lebih lanjut diungkapkan Mardiasmo bahwa akuntabilitas sebagai 
kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberi pertanggungjawaban, 
menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut 
(Mardiasmo, 2005). 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat diketahui pentingnya 
akuntabilitas sebagai sarana pertanggungjawaban. Akuntabilitas dan akuntansi 
merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Akuntansi merupakan media 
pertanggungjawaban, yaitu suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk 
menghasilkan informasi dalam rangka akuntabilitas (pertanggungjawaban) 
(Amerieska, 2009). Dengan adanya akuntabilitas maka fungsi informasi akuntansi 
dapat berperan sepenuhnya, akuntabilitas juga merupakan pondasi utama dalam 
menjaga kepercayaan stakeholders. 
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2.2 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam 
Menurut Lewis (2006) dalam Kiswanto (2011) mengungkapkan bahwa 
akuntabilitas merupakan pusat dari Islam (central to Islam). Bahkan konsep 
akuntabilitas dalam Islam lebih luas cakupannya daripada konsep akuntabilitas 
dalam akuntansi. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya akuntabilitas 
kepada stakeholders saja tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini 
dikarenakan hukum Islam yang berdasarkah syariah (comprehensive ethic) 
mengatur cara yang lebih spesifik bagaimana kegiatan komersial dibentuk, 
bagaimana bisnis harus diorganisasi dan diatur dan bagaimana laporan keuangan 
harus dibuat (Lewis, 2006). 
Penerapan akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang 
lebih luas, yaitu melingkupi aspek spiritual, mental dan material serta 
memperhatikan peranan manusia sebagai khalifatullah fil ardh dan abd „Allah. 
Menurut Mulawarman (2011), manusia di muka bumi menjalankan dua peran 
yakni sebagai khalifatullah fil ardh (wakil Allah) dan abd‟ Allah (hamba Allah). 
Lebih lanjut menurut Mulawarman (2011:106): 
Abd „Allah adalah realisasi tujuan manusia untuk selalu 
menjalankan ibadah kepada Allah. Manusia memiliki tujuan hidup 
“asali dan akhir” untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. 
Pengabdian tersebut terkait langsung, integratif dan organis dengan 
fungsinya sebagai khalifatullah fil ardh. Khalifatullah fil ardh 
adalah realisasi tujuan kealaman manusia untuk memelihara dan 
mengelola alam semesta milik Tuhan. Manusia diberi amanah 
memberdayakan seisi alam raya sebaik-baiknya demi 
kesejahteraan seluruh makhluk. 
 
Sebagai khalifatullah fil ardh, sudah seharusnya manusia bisa membawa 
keinginan Tuhan ke bumi untuk memakmurkan bumi dan seisinya  dan sebagai 
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abd „Allah sudah seharusnya manusia menjalankan semua perintah-Nya dalam 
rangka beribadah kepada-Nya. Sesuai firman Allah swt dalam Al-Qur’an Surah 
Adz-Dzariyaat ayat 56: 
 
              
dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi (ibadah) kepada-Ku. (Q.S 51:56) 
 
Sebagai makhluk Allah, maka setiap perbuatan kita akan diminta 
pertanggungjawabannya kelak. 
              
Maka demi Tuhanmu,  Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang 
apa yang telah mereka kerjakan dahulu. (Q.S 15:92-93) 
 
                         
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya ia 
akan melihat (balasan)nya dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar dzarrahpun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula. (Q.S 
99:7-8) 
 
Dalam ilmu Akuntansi dikenal istilah “Akuntabilitas” yang sesungguhnya 
erat kaitannya dengan ayat tersebut dan sudah disinggung Al-Qur’an sejak 1400 
tahun lalu. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pada dasarnya 
sudah diingatkan dalam Al-Qur’an bahwa pertanggungjawaban tertinggi adalah 
kepada Tuhan (Ilahi). Pertanggungjawaban yang digambarkan Al-Qur’an di atas 
memiliki cakupan yang lebih luas yaitu pertanggungjawaban atas seluruh 
perbuatan kita sehari-hari, tidak hanya dalam praktik bisnis. 
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Sedangkan akuntabilitas dalam perspektif Islam dalam ilmu Akuntansi 
memiliki cakupan yang lebih luas, bahwa tidak hanya hubungan agent dan 
principal saja melainkan juga hubungannya dengan masyarakat (stakeholders), 
lingkungan (alam) dan Tuhan. Konsep akuntabilitas sangat terkait dengan tradisi 
pemahaman Islam tentang Tuhan, manusia dan alam semesta (Triyuwono 2002b). 
Triyuwono (2001) dalam Mulawarman (2011:114) mengusulkan apa yang disebut 
dengan shariate enterprise theory (SET). Aksioma terpenting yang harus 
mendasari dalam setiap penetapan konsep shariate enterprise theory menurut 
Triyuwono (2001) adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal seluruh 
sumberdaya yang ada di dunia ini. Allah sebagai sumber amanah utama dan 
sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Dalam sumber daya tersebut 
melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan 
Sang Pemberi Amanah. Bentuk amanah akuntansi syariah mewujud pada 
akuntabilitas. 
Lebih lanjut menurut Mulawarman (2011), akuntabilitas yang 
diungkapkan Triyuwono di atas merupakan akuntabilitas dari sisi peran manusia 
sebagai khalifatullah fil ardh. Untuk melengkapi hal tersebut, sesuai dengan sifat 
akuntansi syariah yang salah satunya memiliki prinsip metodologi berpasangan, 
menjadi kemustian adanya padanan koeksistensi akuntabilitas yang berpusat pada 
khalifatullah fil ardh, yaitu akuntabilitas yang berpusat pada abd „Allah 
(Mulawarman, 2011). Implementasi keseimbangan akuntabilitas abd‟ Allah dan 
khalifatullah fil ardh memiliki implikasi pada perluasan karakter dan bentuk 
laporan keuangan syariah. Menurut Mulawarman (2006) karakter laporan 
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keuangan dari Triyuwono (2006) yang memiliki sifat material-spiritual, egoistis-
altruistis, kuantitatif-kualitatif perlu perluasan karakter ketundukan-kreativitas. 
Mulawarman (2011) mengungkapkan akuntabilitas abd „Allah merupakan 
bentuk pertanggungjawaban berhubungan ketundukan terhadap ketetapan syariah. 
Akuntabilitas abd „Allah dibagi menjadi dua, yaitu abd „Allah primer dan 
sekunder. Akuntabilitas abd „Allah primer merupakan kepatuhan perusahaan 
melakukan penyucian segala sesuatu yang diterima, diproses maupun 
didistribusikan secara halal. Ketetapan halal baik halal zaty (bentuknya), makany 
(tempat pelaksanaannya) dan halal hukmy (proses mendapatkan dan 
menggunakannya) dari sisi sosial dan lingkungan. Akuntabilitas abd „Allah 
sekunder merupakan kepatuhan perusahaan melakukan penyucian yang diterima, 
diproses dan didistribusikan yang bebas riba ekonomi menjadi bai‟, maupun 
pembebasan aktivitas riba sosial-lingkungan menjadi shadaqah. Akuntabilitas abd 
„Allah baik menetapkan kriteria halal dan bebas riba di atas sifatnya materi. 
Akuntabilitas abd „Allah juga memiliki sifat non materi, yaitu thoyib. Kriteria 
thoyib lebih bersifat spiritual batin (Mulawarman, 2011). 
Menurut akuntansi syariah idealis, digunakannya shari‟ate enterprise 
theory sebagai konsep dasar teoritis berdampak pada “kekhasan” pencatatan 
transaksi dan akuntabilitas laporan. Pencatatan transaksi dan akuntabilitas laporan 
harus memiliki keseimbangan akuntabilitas finansial-sosial-lingkungan dan 
materi-batin-spiritual (Triyuwono 2006; 2007), memenuhi prinsip halal, thoyib, 
dan bebas riba (Mulawarman 2006; 2007a; 2007b), serta menggunakan beberapa 
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laporan keuangan kuantitatif maupun kualitatif bersifat mandatory (Mulawarman 
2006; 2007a; 2007b; Triyuwono 2006; 2007). 
Akuntabilitas kepada Tuhan merupakan bentuk akuntabilitas vertikal, 
sedangakan akuntabilitas kepada stakeholders yaitu masyarakat dan alam 
merupakan bentuk akuntabilitas horisontal. Lebih lanjut stakeholders menurut 
Triyuwono (2002b) dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu direct 
stakeholders/participants dan indirect stakeholder/participants. Direct 
stakeholders adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan yang 
terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, 
pemerintah dan lain-lainnya. Indirect stakeholders adalah pihak yang tidak terkait 
langsung dengan bisnis perusahaan, terdiri dari: masyarakat mustahiq (penerima 
zakat, infaq dan shadaqah) dan lingkungan alam (Triyuwono, 2002b). 
 Berdasarkan pendapat di atas, akuntabilitas dapat dibagi menjadi menjadi 
dua sesuai peran manusia yaitu akuntabilitas yang berpusat abd „Allah (akun 
ketundukan) dan akuntabilitas yang berpusat pada khalifatullah fil ardh (akun 
kreativitas). Peneliti menggunakan teori tersebut sebagai acuan dalam penelitian 
ini, sehingga penerapan akuntabilitas yang sesuai perspektif Islam di KANINDO 
Syariah Jatim dapat ditelusuri lebih mendalam. Dengan berpegangan pada teori 
tersebut, peneliti diharapkan mampu mengklasifikasikan dan menggambarkan 
realitas penerapan akuntabilitas di KANINDO Syariah Jatim. 
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2.3 Konsep Abd ‘Allah dan Khalifatullah Fil Ardh Sebagai Alat Analisis 
Implementasi Akuntabilitas 
Untuk mengembangkan konsep Abd „Allah dan Khalifatullah Fil Ardh 
sebagai alat analisis penelitian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti 
mengacu pada teori yang diungkapkan Mulawarman (2011) yaitu prinsip 
metodologi berpasangan padanan koeksistensi akuntabilitas yang berpusat pada 
khalifatullah fil ardh, yaitu akuntabilitas yang berpusat pada abd „Allah 
(Mulawarman, 2011). Peran manusia sebagai Abd „Allah dan Khalifatullah Fil 
Ardh merupakan dua peran pokok manusia di muka bumi sesuai yang telah 
dijelaskan Al-Qur’an. Peneliti menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:  
2.3.1 Peran Manusia Sebagai Abd ‘Allah 
               
dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku. (Q.S. 51:56) 
 
Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah 
untuk beribadah kepada Allah swt, Tuhan sang Penguasa Alam Semesta. Ibadah 
dalam hal ini memiliki makna yang luas tidak hanya sebatas solat atau puasa saja, 
namun segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari dapat bernilai ibadah apabila 
dilakukan dengan kaidah yang benar sesuai tuntunan ajaran Islam. Untuk 
mendalami pembahasan dalam subbab ini, peneliti mengutip dari pembahasan 
yang diungkapkan Mulawarman (2005).  
Setelah menerima Tuhan sebagai satu-satunya Yang Maha Tuan sebagai 
bentuk kepasarahan tanpa reserve dalam bentuk keimanan pada Allah. 
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Dilanjutkan dengan kepatuhan untuk menjalankan syariatnya, sebagai bentuk 
penyerahan diri, dalam wujud nyatanya sebagai Abd „Allah (Mulawarman, 2005). 
 
              
dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. (Q.S. 
36:61) 
 
Diingatkan pula oleh Allah, bukan hanya pada yang beriman saja tetapi 
kepada seluruh umat manusia, bahwa ibadah adalah bentuk kepasrahan manusia 
untuk menempuh ketakwaan. 
                                 
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan 
orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (Q.S. 2:21) 
 
Ibadah adalah suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak 
pada sesuatu yang diyakini menguasai jiwa raga sesorang dengan penguasaan 
yang arti dan hakikatnya tidak terjangkau (Shihab 2005, 119) dalam Mulawarman 
(2005:54). Ada tiga hal yang menandai keberhasilan sesorang mencapai hakikat 
ibadah kepada Tuhan (Shihab 2005, 119): 
1. Manusia tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya 
sebagai milik probadinya, tetapi milik Allah tempat dia mengabdi 
2. Segala aktivitasnya hanya berkisar pada apa yang diperintahkan oleh siapa 
kepada-Nya ia mengabdi serta menghindar dari apa yang dialarang-Nya. 
3. Tidak memastikan sesuatu untuk dia laksanakan atau hindari kecuali dengan 
mengaitkannya dengan kehendak siapa yang kepada-Nya ia mengabdi. 
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Sebagai Abd „Allah manusia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah 
kepada Allah SWT. Artinya manusia hanya bertanggung jawab kepada Allah. 
Karena hal ini merupakan inti tujuan hidup manusia atau tujuan diciptakannya 
manusia yaitu beribadah kepada Allah (Budi, 2004). 
Bentuk kepatuhan atau ketundukan manusia sebagai hamba Allah (Abd 
„Allah) yaitu diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum Allah yaitu hukum 
syariah. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek 
kehidupan manusia termasuk dalam bermuamalah atau dalam aktivitas ekonomi. 
Sebagai hamba Allah, aktivitas muamalah juga harus sesuai dengan tuntunan 
syariah. Dalam konteks aktivitas ekonomi, ketundukan manusia diharapkan 
terpenuhinya tujuan syariah bahwa setiap penciptaan, hasil dan distribusi 
kesejahteraan harus memenuhi kriteria halal, thoyib dan bebas riba (Mulawarman, 
2011). 
2.3.2 Peran Manusia Sebagai Khalifatullah Fil Ardh 
Setelah mengakui kehendak Sang Penguasa Alam Semesta sebagai 
kehendak yang harus diaktualisasikan dalam ruang dan waktu, ia mesti terjun 
dalam hiruk pikuk dunia dan sejarah, menciptakan perubahan yang 
dikehendakinya dengan amal yang sebaik-baiknya sebagai wakil Allah di bumi 
(Khalifatullah Fil Ardh) (Mulawarman, 2005). 
                          
                        
Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 
Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 
sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 
menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang 
24 
 
 
 
yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka 
belaka. (Q.S. 35:39) 
 
Sebagai Khalifah di muka bumi ini, selain bertanggung jawab kepada 
Tuhan, juga manusia bertanggung jawab terhadap seluruh alam ini. Manusia 
diberi “mandat” oleh Allah swt yaitu mengelola bumi ini dalam rangka 
memakmurkan bumi dan seisinya untuk mencapai tujuan syariat yaitu 
kemaslahatan umat. Menurut Budi (2004) manusia sebagai Khalifah memiliki 
empat fungsi yaitu sebagai berikut: 
1. Pertama, fungsi manusia terhadap diri sendiri. Fungsi ini mengharuskan 
manusia untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur jasmani dan rohani manusia 
secara seimbang. 
2. Kedua, fungsi manusia terhadap masyarakat. Fungsi ini didasarkan pada 
kekeluargaan kemanusiaan. Manusia berasal dari satu keturunan kemudian 
dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan 
tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan ketaqwaan. Manusia 
mempunyai derajat yang sama dalam kemanusiaan. Perbedaan derajat di sisi 
Allah adalah dalam hal ketaqwaan. 
3. Ketiga, fungsi manusia terhadap alam. Fungsi ini menuntut manusia untuk 
memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan potensi alam untuk 
mencukupkan kebutuhan manusia. Disamping itu juga memelihara 
kelangsungan hidup manusia. 
4. Keempat, fungsi manusia terhadap Allah. Fungsi ini menuntut manusia untuk 
patuh dan taat kepada Allah. Patuh dan taat kepada Allah meliputi bidang 
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akidah, ibadah, ritual, akhlak, kemasyarakatan, dan menganut agama yang 
diridhoi Allah. 
Kedua peran Abd „Allah dan Khalifatullah Fil Ardh tersebut tidak bisa 
berjalan secara timpang atau berat sebelah. Artinya kesadaran manusia atas 
dirinya sebagai Abd „Allah dan manusia sebagai Khalifatullah Fil Ardh harus 
berjalan secara seimbang atau simultan. Karena dengan itu manusia dapat 
menjalankan hak dan kewajibannya. Baik terhadap dirinya sendiri, Tuhan, sesama 
manusia, maupun terhadap seluruh alam semesta (Budi, 2004). 
2.3.3 Ringkasan 
Dengan demikian koeksistensi tujuan mansuia adalah pengabdian kepada 
Allah (Abd „Allah) dan menjadi wakil Allah di bumi (Khalifatullah Fil Ardh). 
Kesepaduan antara ketundukan (Abd Allah) dan kreativitas (Khalifatullah Fil 
Ardh) dijalankan oleh realitas psikis/batin manusia untuk kepuasan dan 
ketenangan hidup (Mulawarman, 2005). 
Dengan demikian akuntabilitas dibagi menjadi dua bentuk yaitu 
akuntabilitas yang berpusat pada Abd „Allah yang diwujudkan melalui akun 
ketundukan yaitu spiritual dan akuntabilitas yang berpusat pada Khalifatullah Fil 
Ardh yang diwujudkan melalui akun kreativitas yaitu mental dan material. 
Masing-masing dibagi lagi menjadi ketundukan primer-sekunder dan kreativitas 
primer-sekunder. 
Menurut Mulawarman (2011:194) pengakuan ketundukan primer yaitu 
kepatuhan aktivitas ekonomi terhadap hukum syariah yaitu aktivitas ekonomi 
haruslah memenuhi kriteria halal, bebas riba dan memiliki manfaat (thoyib). 
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Kriteria halal yaitu halal zaty (bentuknya/produknya), halal zamany (waktu 
pelaksanaan), halal makany (tempat pelaksanaan), halal hukmy (proses 
mendapatkan dan mendistribusikan). Pengakuan ketundukan sekunder yaitu bebas 
riba atas aktivitas finansial, yaitu reduksi riba atas aktivitas ekonomi menjadi bai‟ 
(jual beli) dan reduksi riba atas aktivitas sosial menjadi shadaqah. Lebih lanjut 
diungkapkan Mulawarman (2011:194-195) pengakuan kreativitas primer yaitu 
akuntabilitas finansial kepada pemegang saham, karyawan, kreditur, pemerintah, 
pemasok, pelanggan dan lainnya. Sedangkan pengakuan kreativitas sekunder yaitu 
akuntabilitas sosial (meliputi masyarakat secara umum khususnya mustahiq 
lingkungan alam dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam) dan 
lingkungan (Mulawarman, 2011). 
 
2.4 Hubungan Koperasi, Ekonomi Kerakyatan dan Islam Dalam Pemikiran 
Moh. Hatta 
Mohammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Hatta 
lahir di Bukittinggi 12 Agustus 1902 merupakan salah satu founding father bangsa 
Indonesia. Bung Hatta adalah seorang ekonom, politisi, negarawan dan berlatar 
belakang muslim yang taat (Abbas, 2008). Bung Hatta sangat memperhatikan 
nasib rakyat bangsa Indonesia dan bercita-cita mampu menyejahterakan 
rakyatnya, dari cita-cita tersebut muncullah pemikiran Bung Hatta sebagai dasar 
yang saat ini dikenal sebagai Ekonomi Kerakyatan (Ekonomi Pancasila) yang 
diwujudkan melalui koperasi. Cita-cita koperasi Indonesia adalah menentang 
individualisme dan kapitalisme secara fundamental (Widiyanti, 2003). 
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Cita-cita dan tujuan mulia Bung Hatta tertuang dalam UUD 1945 Bab XIV 
tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional” Pasal 33: 
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional. 
Badan usaha koperasi dianggap merupakan yang paling relevan dalam 
mewujudkan amanat UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa kemakmuran 
rakyat lebih diutamakan dibanding keutamaan individu serta menempatkan 
koperasi sebagai sokoguru atau model perekonomian nasional dan bagian integral 
kebijakan perekonomian nasional (Safe’i, 2012). 
Konsep koperasi sendiri, seperti yang digariskan oleh Muhammad Hatta 
sudah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Ketujuh nilai koperasi yang 
diungkapkan Bung Hatta dalam buku “Membangun Koperasi dan Koperasi 
Membangun” dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi; keanggotaan 
sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi 
ekonomis anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, 
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kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas (fossei.org). Dalam 
Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah 
ayat 2 yang berbunyi, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan 
janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” Nabi Muhammad 
SAW sendiri, diceritakan kembali oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam Patnership 
and Profit Sharing in Islamic Law, pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha 
semacam koperasi, di antaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah. 
Ekonomi Kerakyatan yang diusung Bung Hatta pada dasarnya bersumber 
dari sosialis, namun bukan “Sosialis Marxisme” melainkan sosialis-religius yang 
sarat dengan nilai ke-Islaman. Hatta bisa dibilang seorang sosialis Islam atau 
sosialis relijius (Abbas, 2008). Pemikiran ekonomi Hatta secara substansial dapat 
dinilai sejalan atau paralel dengan konsep Islam terutama dilihat dari sisi falsafah, 
tujuan nilai-nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Oleh karena itu pemikiran 
ekonomi Hatta bisa dilihat sebagai salah satu bagian dalam pemikiran ekonomi 
Islam (Abbas, 2008). Ekonomi Kerakyatan tersebut masih memerlukan 
“penajaman” agar sesuai dengan Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia. 
Pada hakikatnya nilai-nilai dalam Ekonomi Kerakyatan yang diwujudkan 
melalui koperasi sejalan dengan nilai ke-Islaman. Tujuan koperasi juga sejalan 
dengan maqashid syariah (tujuan syariah) yakni kesejahteraan masyarakat 
(kemaslahatan umat). Pendapat tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Abbas 
(2010) bahwa pandangan Bung Hatta dalam bidang ekonomi, yang sangat sejalan 
dengan maqashid al syariah atau tujuan dari ajaran Islam. 
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2.5 Pengertian Koperasi 
2.5.1 Definisi Koperasi 
Secara bahasa, koperasi berasal dari bahasa Inggris “cooperative” yang 
artinya “kerja sama”. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-undang 
No. 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 
atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 
bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 
Koperasi. 
Pengertian koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan yang 
beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan 
kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara 
kekeluargaan menjalankan usaha untuk mepertinggi kesejahteraan para 
anggotanya (Sumarsono, 2003). 
Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela 
keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-
murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, 
bukan keuntungan (Hatta, 1954). 
Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sekumpulan orang atau 
badan hukum yang dalam menjalankan usahanya berdasar azas kekeluargaan dan 
gotong-royong untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 
Prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU RI No. 
25/1992 adalah sebagai berikut: 
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a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 
b. Pengeloalaan dilakukan secara demokratis; 
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 
jasa usaha masing-masing anggota; 
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 
e. Kemandirian. 
2.5.2 Jenis-Jenis Koperasi 
Dalam perkembangan berikutnya lahir berbagai jenis koperasi seiring 
dengan aneka jenis usaha yang dikelolanya sebagai akibat dari meningkatnya 
kebutuhan hidup di masyarakat. Menurut Widiyanti, dkk. (1998) dalam Safe’i 
(2012) secara umum jenis koperasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 
katagori, yaitu: 
1. Koperasi Konsumsi 
Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang dikelola untuk memenuhi 
kebutuhan barang konsumsi atau barang yang dibutuhkan setiap hari oleh 
anggotanya. Koperasi ini bertujuan agar para anggotanya dapat membeli barang-
barang konsumsi dengan kualitas baik dengan harga yang layak. Untuk melayani 
kebutuhan anggotanya, koperasi konsumsi baisanya mengadakan usaha berupa: 
a. membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang 
besar sesuai dengan kebutuhan anggota. 
b. menyalurkan barang-barang konsumsi kapada para anggotanya dengan harga 
yang layak. 
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c. berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota 
(Widiyanti, dkk., 1998: 48-52). 
Yang mendirikan koperasi konsumsi biasanya para konsumen atau para 
pemakai barang-barang konsumsi seperti para pegawai negeri, para guru dan 
dosen, para siswa dan mahasisa, para anggota TNI dan Polri, buruh, atau 
karyawan. 
2. Koperasi Simpan Pinjam 
Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada 
para anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan pembayaran jasa 
yang ringan. Uang yang dipinjamkan diambil dari modal koperasi yang diperoleh 
dari simpanan anggota sendiri. Fungsi pinjaman di dalam koperasi sesuai dengan 
tujuan koperasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan para 
anggotanya. misalnya: 
a. dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, bibit unggul, dan 
alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usahanya. 
b. dengan uang pinjaman itu para nelayan dapat membeli jaring penangkapikan 
yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah. 
c. dengan uang pinjaman itu maka para buruh atau karyawan dapat membeli 
barang yang tidak dapat dibeli dari upah atau gajinya sebulan. Dengan cara itu 
pula ia dapat membeli barang-barang untuk keperluan diri dan anaknya, 
seperti membeli laptop, sepeda, motor, dan sebagainya. 
Tujuan koperasi simpan pinjam adalah: 
a. membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan. 
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b. mendidik para anggota agar giat menyimpan sacara teratur sehingga 
membentuk modal sendiri. 
c. mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari 
pendapatan mereka (Widiyanti, dkk, 1998: 48-52). 
3. Koperasi Produksi 
Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak di bidang kegiatan 
ekonomi produksi dan distribusi barang-barang. Misalnya Koperasi Peternak Sapi 
Perah, Koperasi Tahu Tempe, koperasi Batik, dan sebagainya. 
Koperasi produksi anggotanya terdiri dari para penghasil barang atau jasa. 
Orang-orang tersebut adalah para buruh atau para pengusaha kecil. Oleh sebab itu 
koperasi produksi sering dibagi menjadi 2 macam yaitu koperasi produksi kaum 
buruh dan koperasi produksi kaum pengusaha. Koperasi produksi kaum buruh 
anggotanya terdiri dari para buruh yang memiliki keterampilan tertentu kemudian 
mereka mengumpulkan modal dan membangun perusahaan bersama. Perusahaan 
ini dapat berupa perusahaan kerajian, perusahaan peternakan atau pertanian. 
Mereka sendirilah yang menjadi buruh sekaligus menjadi anggota koperasi dan 
pemilik perusahaan bersama. Koperasi produksi kaum produsen anggotanya 
adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri. Pada 
umumnya mereka adalah para produsen kecil, seperti koperasi produsen pertanian, 
koperasi produsen perkebunan, dan sebagainya. 
4. Koperasi Jasa 
Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan 
jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Misalnya Koperasi 
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Angkutan Jakarta (Kopaja), koperasi jasa listrik, koperasi jasa kesehatan, dan lain 
sebagainya. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada 
para anggotanya. 
Misalnya koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau 
orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk yang 
mengangkut barang dari anggota dengan tarip yang lebih rendah dari tarip 
umum,atau dibelikan bus dengan maksud yang serupa di atas. Ada juga koperasi 
pengangkutan yang secara bersama-sama memberikan jasa kepada anggota dan 
masyarakat umum, seperti Koperasi Taksi. Anggotanya dilayani dengan cara 
menyediakan onderdil dan menyelenggarakan bengkel bersama, kemudian 
taksinya melayani pengangkutan umum (Widiyanti, dkk., 1998: 59-61). 
5. Koperasi Serba Usaha 
Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang melakukan usaha lebih dari 
satumacam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. 
Biasanya koperasi jenis ini tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan berbagai 
macam usaha, melainkan makin luas usahanya karena kebutuhan anggota yang 
makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka, tersedianya modal, dan 
sebab-sebab lainnya. bentuk koperasi ini dilihat dari jenis usahanya dapat 
dikatakan sebagai gabungan dari jenis koperasi yang empat di atas (Widiyanti, 
dkk., 1998:77). 
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2.6 Koperasi Syariah 
Pembedaan jenis koperasi di samping berdasarkan pada jenis usahanya, 
juga ada yang membedakannya berdasarkan pada jenis usaha, asas, dan 
prinsipnya. Jenis koperasi yang demikian dapat dibedakan menjadi dua macam 
jenis koperasi, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Pembedaan dua 
jenis koperasi di atas dalam prakteknya lebih ditekankan pada perbedaan jenis 
pengelolaannya. Jika koperasi konvensional pengelolaannya berdasar pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka koperasi syariah 
pengelolaannya berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam ajaran atau syariat 
Islam. 
2.6.1 Pengertian Koperasi Syariah 
Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Koperasi 
Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, 
investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). 
Menurut Safe’i (2012) menyatakan bahwa koperasi syariah sebagai 
berikut: 
Keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah 
konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan 
berupa prinsip-prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai 
dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi 
yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian 
Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah 
Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-
sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan 
kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi 
dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner 
saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan 
tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih 
besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding 
dengan partner lainnya. 
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Menurut Sayyid Sabiq, sirkah mufawadlah adalah kerjasama dua 
orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan: (1) modal 
masing-masing sama besarnya, (2) mempunyai kesamaan wewenang untuk 
mengelola, (3) masing-masing anggota beragama yang sama, dan (4) masing-
masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut (Sabiq, 
1997: 177). 
Selain itu penekanan manajemen usaha dalam koperasi syariah 
dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang 
dimilikinya. 
2.6.2 Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah 
Secara garis besar koperasi syariah memiliki kesamaan peraturan dengan 
koperasi konvensional. Produk-produk yang ditawarkan koperasi syariah juga 
hampir sama dengan produk-produk koperasi konvensional, namun mengalami 
perubahan nama. Sebagai contoh, produk jual beli dalam koperasi konvensional 
diganti namanya dengan istilah murabhahah, produk gadai diganti namanya 
dengan rahn dan lain sebagainya. Perbedaan lain antara koperasi syariah dengan 
koperasi konvensional terletak dalam hal bunga, dimana koperasi syariah tidak 
memakai sistem bunga melainkan memakai sistem bagi hasil. Selain riba, 
koperasi syariah juga tidak memperkenankan transaksi yang bersifat gharar, 
transaksi barang haram dan bertentangan dengan syariat Islam. Selain perubahan 
nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvesional 
ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam. 
36 
 
 
 
Selain hal di atas yang membedakan antara koperasi konvensional dengan 
koperasi syariah adalah budaya kerja. Budaya kerja dalam koperasi syariah 
seharusnya lebih sesuai dengan kaidah Islam. Sebagai contoh, para pegawai 
mampu menjadi tauladan yang baik bagi nasabah maupun pegawai lain, adanya 
kegiatan ibadah di luar kegiatan kerja, memahami betul hukum Islam dalam 
bermuamalah, menjadikan nasabah selayaknya saudara seiman atau mitra (tidak 
hanya sebatas hubungan bisnis) dan sebagainya. Dengan begitu melalui koperasi 
syariah bisa menjalankan syariah secara kaffah (menyeluruh). Artinya, ada unsur 
religiusitas dalam kegiatan koperasi syariah, baik dalam kegiatan bisnis maupun 
dalam kegiatan muamalah.   
Ayat Al-Qur’an dan hadist yang digunakan sebagai dasar dalam 
pelaksanaan koperasi adalah tentang perserikatan sebagaimana yang digambarkan 
dalam Surah Shaad ayat 24:  
                               
                       
                
Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan 
Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat 
sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; 
Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat. (Q.S 38:24) 
 
Hadist riwayat Abu Dawud: 
“Dari Abi Huraiurah ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda, sesungguhnya 
Allah berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang 
berserikat selama salah seorang di antaranya tidak menghianati yang lain, 
maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar 
dari perserikatan keduanya”. 
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Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib 
mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi, dengan 
mengadopsi tujuh nilai syariah dalam bisnis yaitu: 
a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. 
b. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas. 
c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan 
komunikatif 
d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan 
kredibilitas. 
e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, 
inovatif. 
f. Ri‟ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, 
awareness. 
g. Mas‟uliyah yang mencerminkan responsibilitas. 
Menurut Safe’i (2012) Selanjutnya koperasi syariah menegakkan prinsip-
prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut: 
a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh 
siapapun secara mutlak; 
b. Manusia diberi kebebasan dalam muamalah selama tidak melanggar 
ketentuan syariah; 
c. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi; 
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d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan 
pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok 
orang saja. 
Menurut Safe’i (2012) koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya 
berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut: 
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 
b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara 
konsisten dan konsekuen; 
c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional; 
d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya 
jasa usaha masing-masing anggota; 
e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional 
menurut sistem bagi hasil; 
f. Jujur, amanah, dan mandiri; 
g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan 
sumber daya informasi secara optimal; 
h. Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi 
serta dengan dan atau lembaga lainnya (www.koperasisyariah.com” \o 
“Komunitas Koperasi Syariah). 
Selain itu apabila koperasi syariah memiliki unit usaha produktif, maka 
seluruh produk dan operasional perusahaan harus sesuai dengan fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Usaha-Usaha 
Koperasi Syariah meliputi: 
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a. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik 
dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil 
dan tanpa riba, judi atau pun gharar (ketidakjelasan). 
b. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha 
sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. 
c. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan 
fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
d. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Usaha yang dikelola oleh koperasi syariah dapat dibagi kepada 2 jenis 
usaha, yaitu usaha perniagaan dan usaha simpan pinjam. Dalam bidang 
perniagaan syarat produk yang diperdagangkan: (1) halal, (2) suci, dan (3) tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Sedangkan usaha 
simpan pinjam harus memenuhi syarat: (1) tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariat, (2) tidak ada unsur zulm, riba, gharar (penipuan), dan maisir 
(perjudian), (3) mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, dan (4) berorientasi 
pada kepentingan umum (Syamsuri, 2003:47). 
2.6.3 Fungsi Koperasi Syariah 
Menurut Buchori (2009), pada koperasi syariah transaksi didasarkan atas 
penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. 
Untuk kegiatan yang bersifat produktif, maka nasabah dapat menggunakan akad 
musyarakah atau mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan untuk 
pembelian dapat menggunakan prinsip jual beli (murabahah). 
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  Selanjutnya menurut Buchori (2009) fungsi koperasi syariah adalah 
sebagai berikut: 
a. Sebagai Manajer Investasi 
Manajer investasi yang dimaksud adalah, koperasi syariah dapat 
memainkan perannya sebagi agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik 
dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang 
berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang 
sudah ditunjuk oleh pemilik dana. 
b. Sebagai Investor 
Peran sebagai investor (shahibul mal) bagi koperasi syariah adalah jika 
sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain 
yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan 
khusus dari pemilik dana dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka 
dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. 
Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai 
kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti yaitu anggota 
yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang 
mendapatkan hak bagi hasil dari hasil usaha. 
c. Fungsi Sosial 
Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial 
baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat 
dhuafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency 
loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (al-
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qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. 
Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi 
konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan 
pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (qardhul hasan) 
yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). Pinjaman 
Qardhul Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin 
agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak 
perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya. 
2.6.4 Tujuan Koperasi Syariah 
Menurut Buchori (2010), tujuan koperasi syariah adalah sebagai berikut: 
a. Pertama, menyejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam 
sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an sebagai berikut: 
                         
          
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu.(Q.S 2:168) 
 
b. Kedua, menciptakan persaudaraan dan rasa keadilan sesama anggota 
sebagaimana firman Allah swt: 
                          
               
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
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paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (Q.S 49:13) 
 
c. Ketiga, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota 
berdasarkan kontribusinya. Agama Islam menolerir kesenjangan kekayaan dan 
penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, 
kesungguhan dan bakat. Perbedaan tersebut merupakan penyebab perbedaan 
dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini tercantum dalam Al-Qur’an: 
                          
                        
dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S 6:165) 
 
                            
                     
dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam 
hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau 
memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar 
mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari 
nikmat Allah? (Q.S 16:71) 
 
                              
                           
     
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 
yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan. (Q.S 43:32) 
 
d. Keempat, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada 
pengertian bahwa manusia diciptakan hanya tunduk kepada Allah swt. 
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                             
                           
orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira 
dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan 
(Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. 
Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah 
dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku 
seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali". (Q.S 13:36) 
 
                                 
       
dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia 
orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan 
segala urusan. (Q.S 31:22) 
 
2.6.5 Karakteristik Koperasi Syariah 
Menurut Buchori (2009), karakteristik koperasi syariah adalah sebagai 
berikut:  
a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha 
b. Tidak melakukan transaski dengan menetapkan bunga (riba) 
c. Berfungsi institusi ziswaf 
d. Mengakui mekanisme pasar yang ada 
e. Mengakui motif mencari keuntungan 
f. Mengakui kebebasan berusaha 
g. Mengakui adanya hak bersama 
2.6.6 Landasan Koperasi Syariah 
Menurut Janwari (2002), Landasan koperasi syariah adalah sebagai 
berikut: 
a. Koperasi Syariah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 
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b. Koperasi Syariah berazaskan kekeluargaan 
c. Koperasi Syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah 
dengan saling tolong-menolong (ta‟awun) dan saling menguatkan (takaful). 
2.6.7 Produk-produk Koperasi Syariah 
Menurut Buchori (2010), produk-produk koperasi syariah adalah sebagai 
berikut: 
a. Penghimpunan Dana 
1. Simpanan pokok 
Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan 
dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan 
antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori 
akad musyarakah. 
2. Simpanan wajib 
Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana 
simpanan pokok, besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syura 
(musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu 
setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan 
koperasi syariah. 
3. Simpanan sukarela 
Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau 
acalon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di 
koperasi syariah. Bentuk simpanan ini memiliki dua jenis, yaitu: 
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1) Titipan (Wadiah) 
Karakter pertama disebut titipan (wadiah) dan dapat diambil setiap 
saat. Titipan (wadiah) dibagi menjadi dua, yaitu titipan (wadiah) 
amanah dan titipan (wadiah) yad dhammah. Titipan (Wadiah) Amanah 
merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk 
kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak 
koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh 
sipemiliknya. Wadiah Amanah yang dimaksud disini biasanya berupa 
dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). Sementara titipan (wadiah) Yad 
dhamanah adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan 
untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil 
oleh pemiliknya. 
2) Investasi 
Invesatsi ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme 
bagi hasil (Mudharabah) baik Revenue Sharing, Profit sharing 
maupun Profit and loss sharing. Konsep Simpanan yang diberlakukan 
dapat berupa simpanan berjangka Mudharobah Mutlaqoh maupun 
simpanan berjangka Mudharabah Muqayadah. Mudharabah Mutlaqoh 
adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (Shahibul Maal) dengan 
Koperasi Syariah selaku pengusaha (Mudharib) yang cakupannya 
sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan 
daerah usaha. Sementara Mudharabah Muqayadah adalah bentuk 
kerjasama antara pemilik dana dengan Koperasi Syariah selaku 
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pengusaha (Mudharib) dimana penggunaan dana dibatasi oleh 
ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Dan merupakan 
kebalikan dari Mudharabah Mutlaqah. 
4. Investasi Pihak Lain 
Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi Syariah 
sebagaimana koperasi konvensional biasanya sangat membutuhkan 
suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, 
mengingat prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan 
anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya dibenarkan untuk 
bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun 
program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan 
dengan menggunakan prinsip Mudharabah maupun prinsip Musyarakah. 
Prinsip Musyarakah adalah suatu perkongsian atau kerjasama yang 
dilakukan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan 
kontribusinya baik sebagian modal maupun ketrampilan usaha. Dengan 
batasan waktu yang ditentukan dan disepakati bersama kedua pihak. 
b. Penyaluran Dana 
1. Investasi/Kerjasama 
Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah dan 
musyarakah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk mudharabah dan 
musyarakah Koperasi Syariah bertindak selaku pemilik dana (shahibul 
maal) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (mudharib) kerjasama 
dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak 
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untuk didanai, contohnya untuk pendirian klinik, kantin, toserba dan usaha 
lainnya. 
2. Jual Beli 
Pembiayaan Jual beli dalam UJKS pada koperasi syariah memiliki 
beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti jual beli secara 
tangguh antara si penjual dengan si pembeli dimana sudah terjadi 
kesepakatan harga dan si penjual menyatakan harga belinya dan si pembeli 
mengetahui besar keuntungan si penjual transaksi ini disebut disebut Bai 
Al Murabahah. Jika si pembeli membayar secara tunai tetap dinamakan 
murabahah mengingat modal awalnya sudah diketahui dan jumlah 
keuntungan yang diterima si penjual juga diketahui. Jual beli secara 
pararel yang dilakukan oleh tiga pihak, sebagai contoh pihak 1 memesan 
pakaian seragam sebanyak 100 stel kepada Koperasi Syariah dan Koperasi 
Syariah memesan dari konveksi untuk dibuatkan 100 stel seragam yang 
dimaksud dan Koperasi membayarnya dengan uang muka. 
3. Jasa-jasa 
1) Ijarah (Sewa) 
Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 
pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
atas barang itu sendiri, contohnya penyewaan tenda, sound system dan 
lain-lain. 
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2) Wadiah (Titipan) 
Jasa wadi’ah dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa 
penitipan barang dalam locker karyawan atau penitipan sepeda motor, 
mobil dan lain-lainnya. 
Rasulullah saw,“Tunaikanlah Amanah (titipan) kepada yang 
berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang 
yang telah mengkhianatimu” (HR. Ibnu Umar). 
 
3) Hawalah (Anjak Piutang) 
Pembiayaan ini timbul karena adanya peralihan kewajiban dari 
seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya 
tersebut kepada Koperasi Syariah. Contoh kasus anggota yang terbelit 
dengan kartu kredit yang bunganya mencekik dan pihak koperasi 
menyelesaikan kewajiban anggota tersebut dan anggota membayar 
kewajibannya kepada koperasi. Hawalah adalah pengalihan hutang 
dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib 
menanggungnya. 
“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu 
kedzaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan 
(dihawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah 
hawalah itu.”  (HR. Bukhori dan Muslim dari riwayat Abu 
Hurairah) 
 
4) Rahn (Gadai) 
Rahn (Gadai) timbul karena adanya kebutuhan keuangan yang 
mendesak dari para anggotanya dan Koperasi Syariah dapat 
memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh 
koperasi dengan kesepakatan bersama. Pengertian Rahn sendiri adalah 
menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas 
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pinjaman yang diterimanya. Dalam produk gadai ini Koperasi Syariah 
tidak mengenakan bunga melainkan mengenakan tarif sewa pe-
nyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut seperti contohnya 
gadai emas. 
Dari Anas r.a berkata:”Rasulullah SAW menggadaikan baju 
besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil 
darinya gandum untuk keluarga beliau”. (HR.Bukhori, Ahmad, 
Nasa’i, Ibnu Majah). 
 
5) Wakalah (Perwakilan) 
Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan 
anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada 
koperasi seperti contohnya pengurusan SIM, STNK pembelian barang 
tertentu disuatu tempat. Dan lain-lain. Wakalah berarti juga 
penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. 
6) Kafalah (Penjaminan) 
Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain 
dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang 
anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus bila para 
anggotanya mengajukan pembiayaan dari bank syariah dimana 
Koperasi Syariah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran 
anggotanya. Pengertian kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh 
penanggung (Koperasi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi 
kewajiban anggotanya atau yang ditanggung atau seputar mengalihkan 
tanggung jawab. 
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7) Qardh (Pinjaman Lunak) 
Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang 
diberikan harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa 
adanya tambahan. Kecuali jika si anggota mengembalikan lebih tanpa 
persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan 
diterima oleh Koperasi Syariah dan dimasukkan ke dalam kelompok 
dana Qardh (atau Baitulmaal–ZIS). Umumnya sumber dana ini diambil 
dari simpanan pokok. 
c. Features Produk (Kredit rumah) 
Dari aspek pemasaran, setiap Koperasi Syariah, dalam hal mencari sumber 
dana maupun penyaluran dananya, memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini 
dimungkinkan agar para anggota maupun investor tertarik untuk bekerjasama 
dalam mengembangkan usaha koperasi. Karena itu setiap Koperasi Syariah 
yang hendak membuat produk-produk untuk pembiayaan atau penghimpunan 
dana hendaknya memiliki fitur produk seperti berikut: 
1. Nama Produk: Rumah Idaman 
2. Prinsip Produk (akad yang digunakan): Mudharabah Muqayyadah (terikat) 
3. Sumber dana yang digunakan: misalnya dana dari pinjaman 
4. Target Market: anggota atau non anggota khusus 
5. Jenis akad: dari Koperasi kepada anggota 
6. Jangka waktu: berapa lama yang harus ditunaikan anggota 
7. Keuntungan: tingkat keuntungan yang mau diambil margin atau bagi hasil 
(nisbah) 
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8. Persyaratan Umum: Dokumen-dokumen atau agunan. 
9. Mitigasi Risiko: asuransi atau ditanggung pemerintah 
d. Distribusi Bagi Hasil 
Distribsui pendapatan yang dimaksud disini adalah pembagian pendapatan 
atas pengelolaan dana yang diterima Koperasi Syariah dibagi kepada para 
anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada para pemilik modal yang 
telah memberikan pinjaman kepada Koperasi Syariah dalam bentuk 
mudharabah atau musyarakah. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan 
(periode khusus) maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU 
(Sisa Hasil Usaha) dalam aturan Koperasi. 
Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan 
atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima 
koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah 
yaitu rasio keuntungan antara Koperasi Syariah dan Anggota atau Pemberi 
Pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Misalnya nisbah 30:70, yaitu jenis 
simpanan Qurban anggota adalah 30 sedangkan untuk koperasi 70 terhadap 
keuntungan bersih Koperasi (Laba bulan berjalan). Lain halnya dengan 
koperasi konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa 
pinjaman (bunga) tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo 
jenis simpanan. Maka dengan demikian pendapatan bagi hasil dari Koperasi 
Syariah bisa naik turun sedangkan untuk konvensional bersifat stabil alias 
tetap dari saldo tanpa melihat jerih payah usaha koperasi syariah. Selanjutnya 
apabila koperasi syariah menerima pinjaman khusus (restricted investment 
52 
 
 
 
atau Mudharabah Muqayyadah), maka pendapatan bagi hasil usaha khusus 
tersebut hanya dibagikan kepada Pemberi Pinjaman dan Koperasi Syariah. 
Bagi Koperasi pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas 
Mudharabah Muqayyadah. 
Begitu pula selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa 
koperasi seperti wakalah, Hawalah, kafalah disebut pendapatan Fee Koperasi 
Syariah dan pendapatan sewa (Ijarah). Pendapatan yang bersumber dari Jual 
beli (piutang dagang) Murabahah, Salam dan Istishna disebut Margin 
sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (Musyarakah dan 
Mudharabah) disebut pendapatan Bagi Hasil. 
Dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi diperbolehkan 
menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah, diantaranya Bank 
Syariah, BPRS maupun Koperasi Syariah lainnya. Dalam penempatan dana 
tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga, maka pendapatan tersebut 
tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana 
pihak ketiga (jenis simpanan anggota) melainkan masuk kedalam porsi 
pendapatan koperasi syariah. Untuk pembagian SHU tetap berdasarkan 
peraturan koperasi yaitu diputuskan oleh Rapat Anggota. 
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Tabel 2.1 
Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
 
Sumber: Data Diolah 
Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP) 
Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS) 
Landasan operasi -Pancasila dan UUD 1945 
-Azas kekeluargaan 
-Landasan operasi yang 
digunakan berdasarkan 
bunga 
-Pancasila dan UUD 1945 
-Azas kekeluargaan 
-berlandaskan syariah Islam 
yaitu Al-Qur’an dan As-
Sunnah dengan saling 
tolong-menolong (ta‟awun) 
dan saling menguatkan 
(takaful) 
-Landasan operasi yang 
digunakan berdasarkan bagi 
hasil, ditambah dengan jual 
beli dan sewa 
Fungsi dan kegiatan 
koperasi  
-Intermediasi 
-Manajer Investasi 
-Sosial 
-Jasa keuangan 
-Intermediasi 
-Manajer investasi 
-Investor 
-Sosial 
-Jasa keuangan 
Prioritas pelayanan -Kerja sama 
-Kekeluargaan 
-Bebas nilai 
-Kerja sama 
-Kekeluargaan 
-Tidak bebas nilai (prinsip 
syariah Islam) uang sebagai 
alat tukar dan bukan 
komoditi, bagi hasil, jual 
beli, sewa 
Bentuk -Kesejahteraan anggota 
-Tujuan sosial-ekonomi 
-Mengakui keuntungan 
-Kesejahteraan anggota 
-Tujuan sosial-ekonomi 
-Tujuan islam 
-Mengakui keuntungan 
Hubungan nasabah -Anggota sekaligus mitra 
dan pemakai jasa 
-Kepastian pengembalian 
pokok dan bunga 
-Terbatas debitur-kreditur 
-Anggota sekaligus mitra 
dan pemakai jasa 
-Lebih hati-hati karena 
partisipasi dalam risiko erat 
sebagai mitra usaha 
Risiko usaha -Risiko koperasi tidak 
terkait langsung dengan 
nasabah 
-Risiko nasabah tidak 
terkait langsung dengan 
koperasi 
Dihadapi bersama antara 
koperasi dan nasabah 
dengan prinsip keadilan dan 
kejujuran 
Struktur organisasi dan 
pengawas 
RAT (Rapat Anggota 
Tahunan) 
RAT, Dewan Pengawas 
Syariah (DPS), Dewan 
Syariah Nasional (DSN) 
Investasi Halal atau Haram Halal 
